
 

 

 

 

A. Kesimpulan 

BAB V 

Penutup 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Inovasi Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro menggunakan teori Difusi Inovasi 

Everett M. Rogers, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) telah berjalan dengan baik dan 

mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan. Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan lima indikator 

sebagai berikut. 

1. Relative Advantage (Keunggulan Relatif) menunjukkan bahwa 

penerapan SIAK memberikan manfaat yang lebih baik 

dibandingkan sistem pelayanan sebelumnya. Penggunaan SIAK 

mampu mempercepat proses pelayanan, mempermudah pencarian 

data kependudukan, meningkatkan akurasi data, serta mengurangi 

penggunaan dokumen secara manual. Selain itu, masyarakat juga 

merasakan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. 

2. Compatibility (Kesesuaian) menunjukkan bahwa penerapan 

SIAK telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, prosedur 

pelayanan administrasi kependudukan, serta kebutuhan 

masyarakat. Sistem yang digunakan telah mendukung 

pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
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mampu mengintegrasikan seluruh proses pelayanan administrasi 

kependudukan dalam satu sistem yang terhubung dengan basis 

data nasional. 

3. Complexity (Kerumitan) menunjukkan bahwa penggunaan SIAK 

relatif mudah dipahami dan dioperasikan oleh aparatur setelah 

mengikuti pelatihan serta terbiasa menggunakan sistem dalam 

pelayanan sehari-hari. Meskipun masih ditemukan kendala 

berupa gangguan jaringan internet, server pusat, serta perlunya 

adaptasi bagi pegawai baru dan masyarakat yang belum 

memahami pelayanan berbasis digital, kendala tersebut dapat 

diatasi melalui pelatihan, pendampingan, dan koordinasi 

sehingga tidak menghambat pelaksanaan pelayanan secara 

keseluruhan. 

4. Trialability (Kemungkinan Dicoba) menunjukkan bahwa 

sebelum diterapkan secara penuh, SIAK telah melalui tahapan 

sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, simulasi penggunaan 

sistem, serta pendampingan kepada petugas. Proses tersebut 

memberikan kesempatan kepada aparatur untuk memahami 

penggunaan aplikasi sebelum digunakan dalam pelayanan 

administrasi kependudukan, sehingga implementasi SIAK dapat 

berjalan dengan baik. 

5. Observability (Kemudahan Diamati) menunjukkan bahwa 

manfaat penerapan SIAK dapat diamati secara nyata baik oleh 
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aparatur maupun masyarakat. Hal tersebut terlihat dari 

meningkatnya kecepatan pelayanan, kemudahan pengelolaan 

dan pencarian data, tertibnya proses administrasi kependudukan, 

serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

yang diberikan. Dengan demikian, hasil penerapan SIAK dapat 

dirasakan secara langsung dan menjadi bukti bahwa inovasi 

tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas 

pelayanan administrasi kependudukan. 

Secara keseluruhan, berdasarkan kelima indikator Difusi Inovasi 

menurut Everett M. Rogers, dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bojonegoro telah terlaksana dengan baik. Meskipun masih 

terdapat beberapa kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet dan 

server pusat, kendala tersebut tidak mengurangi manfaat utama yang 

diperoleh dari penerapan SIAK dalam mendukung pelayanan administrasi 

kependudukan yang lebih efektif, efisien, akurat, transparan, dan berkualitas 

kepada masyarakat. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro 

Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat terus 
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meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), terutama 

dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi, seperti 

peningkatan stabilitas jaringan internet dan koordinasi dengan 

pengelola server pusat. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan 

pendampingan secara berkala kepada pegawai agar mampu mengikuti 

perkembangan dan pembaruan sistem sehingga pelayanan kepada 

masyarakat dapat berlangsung secara optimal. 

2. Bagi Masyarakat 

 

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pelayanan administrasi 

kependudukan berbasis SIAK secara optimal dengan memahami 

prosedur dan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan. Selain itu, 

masyarakat juga diharapkan memberikan data kependudukan yang 

benar dan segera melaporkan apabila terjadi perubahan data sehingga 

database kependudukan tetap akurat dan mutakhir. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian 

mengenai penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK) dengan menggunakan teori atau pendekatan yang berbeda, 

seperti kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, transformasi 

digital, atau efektivitas sistem informasi. Selain itu, penelitian 

selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian atau membandingkan 

implementasi SIAK di beberapa daerah sehingga diperoleh gambaran 
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